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ABSTRAK

Fenomena penggunaan akal yang terkadang melampaui batas dalam istinbat hukum Islam menjadi
kegelisahan Ramadhan al-Buthi. Mashlahah dalam pandangan Ramadhan al-Buthi bukan
merupakan dalil yang sifatnya independen, melainkan harus didukung dengan dalil lainnya. Oleh
karenanya, menanggapi fenomena tersebut Ramadhan al-Buthi membuat batasan dalam konsep
maslahah. Menurut Ramadhan al-Buthi dalam bukunya Dhawabith al-Mashlahah fi as-Syari’ah al-
Islamiyyah, mashlahah dapat diakomodir menjadi hukumsyara’ apabila memenuhi beberapa Kriteria
sebagai berikut: Pertama, bahwa mashlahah masih dalam ruang lingkup tujuan syari’ (magashid as-
syar’iyyah). Kedua, tidak bertentangan dengan al-Qur’an. Ketiga, tidak bertentangan dengan
sunnah. Keempat, tidak bertentangan giyas, dan kelimatidak bertentangan dengan kemashlahatan
yang lebih tinggi. Dalam pandangan Ramadhan al-Buthi konsep mashlahah meliputi hifdz addin,
hifdz an-nafs, hifdz al-agl, hifdz an-nasl, hifdz al-mal. Implementasinya tentunya berdasarkan
urutannya. Kemaslahatan yang lebih tinggi harus didahulukan terhadap kemaslahatan yang lebih
rendah. Sedangkan pandangan at-Thufi tentang mashlahah merupakan dalil tersendiri dan mandiri
di luar teks, sehingga akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan. Dengan demikian
secara epistemologis, at-Thufi lebih menempatkan posisi akal dari pada wahyu dalam menentukan
kemashlahatan dan kemafsadatan hukum.
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PENDAHULUAN

Mashlahah adalah satu term yang populer dalam kajian mengenai hukum Islam. Hal
tersebut disebabkan mashlahah merupakan tujuan syara’ (maqasid as-syari’ah) dari
ditetapkannya hukum Islam. Mashlahah disini berarti jalbu al masholih wa dar’u al mafasid
(membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratan). Meskipun demikian keberadaan
mashlahah sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak
polemik dan perbedaan pendapat dikalangan ulama’, baik sejak Ushul Figh masih berada
pada masa sahabat, masa imam mazhab, maupun masa ulama kontemporer saat ini.

Dalam rangka mewujudkan eksistensi magasid as-syari’ah pada setiap mukalaf, maka
setiap perbuatan manusia harus berdasarkan sumber-sumber pokok hukum yakni al-Qur’an
danHadits. Namun seiring dengan perubahan dinamika sosial dari masa ke masa yang terus
berkembang dengan munculnya berbagai kasus atau peristiwa hukum yang tidak ada
jawabannya secara tegas dan khusus dalam sumber pokok tersebut, maka diperlukan metode
lain dengan menggunakan metode al-far’iyyah, antara lain istihsan, ‘urf, mazhab as-shahabi,
dan maslahah al-mursalah.

Diantara metode istinbath hukum Islam yang banyak menarik perhatian para ahli ushul
figh dalam mengkaji mashlahah dan perlu dikembangkan dalam rangka pembinaan figh
Islam, agar hukum Islam ini tetap eksis danselalu dinamis selaras dengan tuntutan kemajuan
zaman. Dalam pembahasan mashlahah ini, al-Buthi dan at-Thufi memiliki pandangan yang
berbeda terkait konsep mashlahah. Al-Buthi berpandangan bahwa sesuatu yang bermanfaat
yang dimaksudkan oleh Syari’ (Allah) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat
dalam kategori pemeliharaan tersebut”.
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At-Thufi menegaskan, dimana saja teks keagamaan atau ijma’ dua hal yang secara
teori merupakan sumber hukum Islam tradisional paling kuat tidak selaras dengan
kemaslahatan manusia, maka yang disebut terakhir (yakni, kemashlahatan manusia) harus
diberi prioritas di atas yang disebut pertama. Hal ini karena kemashlahatan manusia pada
dasarnya adalah tujuan di dalam dirinya sendiri akibatnya perlindungan terhadapnya
menjadi prinsp hukum tertinggi atau sumber hukum terkuat.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa alasan timbulnya perbedaan
pendapat tersebut terletak pada paradigma berfikir dari kedua tokoh tersebut sehingga
menghasilkan pemahaman yang berbeda pula.

Untuk menjadikan hukum Islam dalam menghadapi segala tantangan perkembangan
zaman yang semakin hari semakin maju dan demi melindungi kemashlahatan manusia,
maka penulis berpendapat bahwa pentingnya mashlahah ini dijadikan acuan. Namun dalam
hal ini kita perlu berhati-hati dalam membuka pintu mashlahah agar tidak salah digunakan
oleh kepentingan hawa nafsu manusia itu sendiri. Tulisan ini akan membahas sekilas tentang
konsep mashlahah menurut Ramadhan al-Buthi dan Najmuddin at-Thufi, kemudian
memfokuskan kajiannya pada analisis kritis konsep mashlahah Ramadhan al-Buthi dan
Najamuddin at-Thufi. Metode yang digunakan oleh penulis adalah library research.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Mashlahah Menurut Ramadhan al-Buthi

Menurut al-Bhuti, mashlahah ditinjau dari segi bahasa mempunyai arti segala
sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat. Sedang dalam arti istilah adalah manfaat
yang menjadi tujuan syari’ untuk hamba-hamba-Nya, demi untuk melindungi agama, jiwa,
akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutan di atas. !
Selanjutnya, al-Bhuti berpendapat bahwa mashlahah diakomodir sebagai dalil hukum, jika
memenuhi lima Kriteria.

Secara umum konsep mashlahah yang dikemukakan oleh ulama beragam. Hanya
saja terdapat dua unsur penting dalam konsep mashlahah, pertama yakni mendatangkan
manfaat dan menghindari mudlarrat. Kedua, bahwa tolak ukur maslahat adalah tujuan syara’
yang diformulasikan dalam al-kulliyat al-khmas. Inti kemaslahatan yang ditetapkan oleh
Syari’ adalah pemeliharaan lima pokok dasar (kulliyat al-khamsah). Oleh karena itu, segala
tindakan seseorang yang dapat mendukung pemeliharaan lima hal pokok disebut dengan al-
mashlahah. Begitu pula dengan segala tindakan/ upaya dalam menolak kemudharatan yang
bertujuan untuk pemeliharaan lima hal pokok disebut pula al-mashlahah.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam menerapkan konsep mashlahah dalam
hukum Islam. Sebagai salah satu contoh yakni konsep mashlahah menurut at-Thufi, yang
mana dalam penerapannya atl-Thufi berpendapat bahwa akal menjadi prioritas utama dalam
mashlahah. Ketika terjadi pertentangan antara nash dan juga akal maka yang didahulukan
adalah akal (rasio).

Hall ini berbeda dengan golongan Dzahiriyah yang mana mereka mengungkapkan
bahwal “tidak terdapat kemaslahatan melainakan yang didatangkan oleh syara’.” Mereka
hanya berpegang pada nash saja dan mengambil dzahir nash tanpa melihat kepada
kemalslahatan yang tersirat dalam sebuah nash. Golongan ini menolak penggunaan metode
giyas apabila illat* dalam suatu nalsh tidak dijelaskan oleh naish tersebut, sedangkan mereka
dapat menerima apabila illat* dalam suatu nash dijelaskan dalam nalsh tersebut.

All-Buthi dallam disertasinya memalpalrkan tentang fakta bahwal para orientalis mulali
melakukan serangan terhadap umat Islam dengan menganjurkan dibukanyal pintu ijtihad

1 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Bhuti, Dhawabiz al-Mashlahah i as-Syai ‘ah al-Islamiyah..., h. 23.
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seluas-luasnyal sertal menekankan penggunaan konsep maslahat dalam merumuskan sebuah
hukum.2 Hall ini bertujuain untuk menghancurkan umat Islam dan diungkapkan lebih jauh
bahwal konsep malslahat merupakan metode yang sangat fundamental sebagali rujukan.?

Menurut al-Buthi pula bahwal pintu ijtihad pada dasarnyatidak pernah tertutup dan
Alllah sangat menghargai kemaslahatan. Namun penentuan hukum dalam menghadapi
perkembangan zaman harus tetap dibatasi dengan sejumlah kualifikasi tertentu, agar
penggunaan mashlahah tidak melampalui batas.

Dalldm kondisi seperti di atas, maka yang menjadi kegelisahan al-Buthi adalah
penggunaan konsep mashlahah yang berpaling dari syari’at dan tanpa batas, sehingga
dimungkinkan ada interpretasi hawa nafsu dalam menetapkan sebuah hukum dengan
merujuk kepada kemaslahatan. Oleh karenanya, al-Buthi dalam buku Dhowabith al-
Malshlahakh fi als-Syalri ‘ah all-Islamiyyah mencoba membatalsi penggunaan konsep maslahat
secara lebih sistematis.

Dhawabith (& »=) merupakan bentuk jamak dalri kata (s -buzx) yang berarti
mengontrol, mengendallikan, mengatur. Oleh karenanya penggunaan konsep malslahalt yang
digunakaln tanpal batas harus dikontrol, dikendalikan, dan diatur agar tidak menimbulkan
sebuah kemafsadatan.

All-Buthi berpendapat bahwa maishlahah dapat dijadikan sebagai sumber hukum
dpabild memenuhi lima kriteria yang kemudian diistilahkan dengan Dhowabith all-
Masshlahah. Aldapun kelima kriteria tersebut adalah pertama, bahwa mashlahah masih
dalam ruang lingkup tujuan syari’ (malgalshid as-syalriyyah). Kedua, tidak bertentangan
dengahn al-Qur’an. Ketiga, tidak bertentanganh dengan Sunnah. Keempalt, tidak bertentangan
giyas, dan kelima tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Penjelasan
lebih lainjut yakni akan dipapalrkan sebagali berikut:

Dalam Ruang Lingkup Tujuan Syari’ (Magashid as-Syar’iyyah)

Dallam bukunya Dhowabith al-Mashlahah, al-Buthi berpendapat bahwal tujuan
syari’ (Alllah dan Rasul-Nya)) dalam penciptaan-Nyal termuat dalam pemeliharaan terhadap
lima hall pokok, yakni: hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-agl, hifdz ain-naisl, hifdz al-mal.*
Para ulama di antaranya Imam al-Ghazali dan asy-Syalthibi sepakat bahwal lima hal pokok
di atals merupakan dalsar-dasar dan tujuan syakriat yang harus dijaga. Aldapun limal hal pokok
di atasoleh para ulama disebut dengan al-kulliyalt all-khams.®> Dalamaplikasinya, al-kulliyalt
al-khams berlaku sesuai dengan urutannya. Dengan kata lain pemeliharaan terhadap agama
didahulukan dari pada pemeliharaan terhadap jiwa, dan pemeliharaan jiwa didahulukan dari
pada pemeliharaan akal, begitu pula seterusnyal.

Hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan terhadap lima hal pokok (al-kulliyat
all-khams) disebut dengan maslahat begitu pula sebaliknya yakni segala hal yang bertujuan
menghilangkan terhadap pemeliharaan lima hal pokok (al-kulliyat al-khams) disebut
dengan mafsadat.

Tidak Bertentangan Dengan al-Qur’an

Kriteria maslahah selanjutnya yakni bahwa maslahah tidak boleh bertentangan
dengan All-Qur’an. Dalam buku Dlowabith al-Maslahah al-Buthi menjelaskan bahwa
setidaknyal terdapat dua maslahah yang mungkin bertentangan dengan al-Qur’an, yakni:

2 Yudian W. Asmin, Filsafat HukumIslam dan Perubahan Sosial, (Surabaya: Allkhlas, 1995),
h.188.

8 ZA Fanani, Selamat Jalan Syekh Ramadhan al-Buthi, NU Online.

4 Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi, Dhawabith al-Mashlahah fi as-Syari ‘ah al-Islamiyyah..., h.
131.

5 Ahmad al-MursiHusa in Jauhar, Maqashid Syari ‘ah, (Ja karta: Penerbit AMZAH, 2009), h. 17.



a. Pertama, mashlahah mawhumah yakni malshlahah yang tidak memiliki sandaran
hukum ashl samal sekalli. Malshlahalh padal jenis ini jelas bertentangan dengan naish
al-Qur’an yang galthi” atau zahir. Dallallah nash bersifat gal#: i, karena nash adalah
suatu dallil yang sudah jelas. Oleh karena dilalah nalsh yang sudah bersifat gar# i
malkal otomatis gugur kemungkinan malshlahah yang malsih dalam dugaan meskipun
ia memiliki syahid (acuan) untuk dijadikan ashl giyas. Sebagali salah satu contoh
yakni dalam surat al-Baqgarah (2): 275 yang secara tegas membedakan antaral jual
beli dan juga riba. “Alllah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkahn riba.”

b. Kedua, mashlahah yang disandarkan kepada ashl melalui proses analogi/ giyals.
Pertentangan-pertentangah antara firu” dan ashl kerena proses giyas yang shahih
dan pertentangan itu bersifat palrsial seperti halnya khas dan ‘@am, mutlalg dan
mugayyald. Pada dasarnyal terdapat pertentangan antara dua dalil syara’ yakni zahir
al-Qur’an dengan giyas shahih. Aldapun penentuan ta’wil dan tarjin dalam kondisi
seperti ini dikembalikan kepada pemahamahn dan keilmuan ulama Ushul Figh.

Tidak Bertentangan Dengan Sunnah

Sunnah secara bahalsa beralrti jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiaisa
dilakukan. Sedangkan secara terminologi sunnah beralrti segala sesuatu yang disandalrkan
kepada Nabi Muhammad saw baik perkataan, perbuatan, maupun ketatapan.® Oleh
karenanyal sebuah kemaslahatan tidak boleh bertentengan dengan sunnah Nabi saw yang
menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur’an.

Tidak Bertentangan Dengan Qiyals

Secara bahasa qiyas berdrti pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau
penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Shadr Alsy-Syari’at mengemukakan bahwa
giyas merupakan pemindahan hukum yang terdapat pada ashl kepadal firu  atas dasar ‘i//at
yangtidak dapalt diketahui dengan logika bahalsa. Sedangkan All-Human menyatakan bahwa
giyas adalah persamalan hukum suatu kasus dengan kasus lain disebabkan kesamaan ‘//at
hukumnya.” Namun secard umum, giyas adalah suatu proses penyingkapan kesamaan
hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash dengan suatu hukum yang
disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan dalam %//atnyal.

Dallam konteks seperti ini, maka yang dimaksud malshlahah adalah malshlahah
mursallah, yakni suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak
terdapat pembatalan di dalamnya.? Alpabila terdapalt suatu kejadian yang tidak terdapat
dallam ketentualn syalri’at dan tidak terdapat illat’ yang keluar dalri syara’ yang menentukan
hukum suatu kejadian tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’
yang mendatangkan kemanfaatan, maka proses inilah yang kemudian disebut dengan
mashlahah mursalah.

Dengan demikian bukan berarti mashlahah mursalah tidak memiliki sandaran
hukum samal sekalli, hanyal saja sandaran hukum syara’ yang terdapat di dalamnyal tercover
dalam perintah dan larangan Alllah SWT.? Sebagai salah satu contoh yakni pengumpulan
al-Qur’an oleh Khalifah Albu Bakar, proses pengumpulan al-Qur’an ini tidak memiliki ashl

6 Pengertian sunnah secara terminologi menurut Ulama Hadits. Sedangkan menurut Ulama Ushul
Figh, sunnahadalahsega layangdiriwa yatkan dariNa bi Sawberupa perbuatan, perkataan, danketetapanyang
berkaitan dengan hukum. Adapun menurutulama figh bahwa istilah sunnah dalam figh dimaksudkan sebagai
salah satu hukum taklif yang berarti sesuatu yang akan mendapatkan pahala apabila dikerjakan dan tidak
berdosa a pabila ditingga Ikan.

7 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figih (Bandung: CV Pustaka Setia,2007),h.86-87.

8 Ibid., h. 117.

9 Bazro Jamhar, Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran
Ushul Figh Sa ’id Ramadhan al-Buthi) (http://eprints.wa lisongo.ac.id/115/1/Bazro_Tesis_Sinopsis.pdf dia kses
pada 29 November2024).



yang dapalt dijadikan tempat meng-qiyas-kan, tetapi proses ini sesuai dengan maqalshid
syalri’ah yakni hifdz ald-din.
Tidak Bertentangan Dengan Kemashlahatan Yang Lebih Tinggi

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa tujuan syari’ dalam penciptaan-Nya
melingkupi dalam pemeliharaan lima hal pokok (al-kulliyyat al-khams). Namun dalam
penerapannya, al-kulliyyat al-khams harus diaplikasikan sesuai dengan urutannya. Oleh
karena itu, mashlahah yang lebih tinggi/ penting harus didahulukan dari pada mashlahah di
bawahnya. Sebalgali salah satu contoh yakni memilih malfsadah duniawi demi memperoleh
masshlahah ukhrawi.

Selanjutnya as-Syatibi membagi maslahat berdasarkan tingkat kebutuhannyal yakni
al-mashlahah ad-Dharuriyyah, al-mashlahah al-Hajiyyah, dan al-mashlahah alt-
Tahsiniyyah. Dalam konteks malshlahah yang pertama yakni mashlahah dharuriyyalh,
bahwal keberadaan kemaslahatan ini sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Oleh
kerenanyal, segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadalan lima
prinsip (al-kulliyyat al-khams) adalah baik atau mashlahah dalam tingkat yang dharuri.
Sebagai contoh yakni Alllah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang
membunuh untuk menjaga jiwa. Kedua yakni mashlahah hajiyyah. Mashlahah hajiyyah
adallah kemaslahatan yang tidak secaral langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang
lima (dhalruri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah lima hall pokok (all-kulliyyalt all-
khams). Seperti, menuntut ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk
kelangsungan hidup. Ketiga, mashlahah tahsiniyyah yakni kemaslahatan yang perlu
dipenuhi dalamrangka memberi kesempurnaan dan keindahahn bagihidup manusial. Seperti,
menutup aurat dengan pakaian yang nyaman. Dalam konteks seperti ini, maka apabila
terjadi perbenturan kepentingan antara maslahah satu dengan lainnyal, maka malslahah yang
dharuri didahulukan atas maishlahah yang bersifat haljji, dan haljji didahulukan atas
malshlahah yaing tahsini.1°
2. Konsep Mashlahah Menurut Najmuddin at-Thufi

Alt-Thufi menulis tentang malslahah dalam kitabnya yang berjudul “ Syarh
Mukhtashar ar-Raudhal” dan dalam kitab “at-Ta’yin Fi Syarhi al-Alrba’in” ketika dia
menjelaskan hadits 1 =Y 5 5 =Y, Dalampikiran at-Thufi, arti dari haditstersebut adalah
menghilangkan semua bahaya (dharar) dan kerusakan (falsad) menurut kaidah syara’. Ia
mengemukakan bahwa huruf “la” dalam hadits tersebut bermaknal nafi dan bersifat umum.
Alrtinya, dengan pemahamahn itu maka maldlul hadits itu harus didahulukan dari apajpun
yang selainnya, sampali pada suatu kesimpulan bahwa suatu nash dapat ditakhsis dalam
rangka menghilangkan mudhalrat dan mencapali mashlahah.

Lebih jauh pendapat itu mengandung implikasi bahwal jika terjadi pertentangan
antara mashlahah dan nash yang galz’i sekalipin atau ijma’ , maka seorang ulama halrus
mendahulukan madlul hadits tersebut yalitu mashlahah atau daf’u ad-dharar. Maka
maishlahah dapat mentakhsis atau men tabyin pengertian yang terdapalt dalam al-Qurahn,
hadits, malupun ijma’.11

Dallam kitab “at-Ta 'yin Fi Syarh al-Alrba in”, at-Thufi mengemukakan bahwal al-
Quran, hadits, ijma’ dan an-Nadzar, baik secara mujmal (umum) maupun tafshil
(detail/merinci) menunjukan bahwa syariat Islam dibangun berdasarkan atas membawa
kemaslahatan dan menolak kemudharatan, lalu hal ini dijadikannya sebagali dasar
pendapatnya tentang mashlahah. Aldapun dalil yang secara mujmall adalah firman Alllah
SWT dalam Q.S Yunus Alyat 57-58:

10 Nanda Himmatul Ulya,, “KONSEP MASLAHAT DALAM PANDANGAN SA’ID RAMADHAN
AL-BUTHI, al-Maslahah, Vol. 15, No. 2, 2019, h. 210.

11 Ahmad Hafidz, Meretas Nalar Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2001), h. 190.
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“Wahali manusia, sungguh telah datang kepadamu pelaﬂjaﬂraﬂn (@l-Qur’an) dari Tuhaﬂnmu
penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat
bagi orang-orang mukmin (57). Katakanlah (Nabi Muhammald), “Dengan karunia Alllah dan
rahmalt-Nyal itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka
kumpulkan (58).”

Aldapun dilalah kedua ayat ini adalah: )

a. Firman Alllah SWT. &% &s adac 52 2815 5 (.80 Gl Hali manusial (Wahali manusia,
sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu). Dalam ayalt ini Alllah
memberikan perhaltianuntuk memberikan pelajaran kepada manusia. Ini merupakan
kemaslahatan manusia yang paling besar. Sebab, dalam pelajaran ini dapat
mencegah manusia darikebinaasaan dan menunjukan mereka kepada hidayah

b. Al-Quran melukiskan bahwa al-Quran merupakan penyembuh bagi penyakit-
penyakit yang ada dalam dada, seperti keraguan dan yang lainnya. Ini merupakan
kemalslahaltan yang besalr.

c. All-Quran melukiskan dirinya sendiri dengan hidayah

d. All-Quran melukiskan dirinya sendiri dengan rahmat. Dalam rahmat dan hidayah
terdapat mashlahah

e. All-Quran memerintahkan manusia untuk bahagia, sebagaimana firmannya,” dengan
karunia Alllah dan rahmatnyal, hendaklah dengan itu mereka bergem bira.” Perintah
untuk berbahagia ini bermakna memberikan seladmat kepada manusia dengan
kebahagiaan, hal ini karena kebahagiaan yang besalr.

f. Firman Alllah, “Kalrunia Alllah dan rahmatnyal itu adalah lebih baik dari apa yang
mereka kumpulkan.” yakni yang manusia kumpulkan merupakan kemaslahatan
mereka. All-Quran dan kemanfaatannya lebih maslahat daripada kemaslahatan
mereka. Tujuh dilalah pada ayat tersebut menunjukkan bahwal syariat menjaga dan
memperhatikan kemaslahatan mukallaf.

Alt-Thufi mengklasifikasikan hukum Islam menjadi 2, pertama hukum ibadah dan
mugaddalrat yang makna dan tidak dapatdijangkau oleh akal secara detalil. Pedoman dalam
hukum kelompok pertama ini adalan naish dan ijma’. Kedua, hukum mu ‘amalah, adat,
siyasah
duniawiyyah , dan lainnya yang makna dan maksudnyal dapat dijangkau oleh akal manusia.
Aldapun landasan dan pedomannya adalah mahslahah an-nash (kemaslahatan manusial)
balik dikala nash dan ijma’ tidak ada.

Dengan demikian, at-Thufi mendahulukan malshlahah atas naish dan ijma’ dalam
malsalah adat, mu’amalah, dan lainnya. Kemudian jika nash dan ijma’ bertentangan dengan
malshlahah. Namun, tidak dalam masalah ibadah karena itu hak syara” dan tidak diketahui
calra menentukan maslahatnyal kecuali dari nash dan ijma’.

Dallam pemikiran maslahah ini at-Thufi mendasarkan diri atas empat proposi
utamal:32

1. Alkal memiliki kemampuan dan kebebasan dalam menentukan mashlahah dan
malfsaldat, maka ia dapat menentukannya secara mandiri tanpa diperlukan nash
ataupun ijma’.

2. Mashlahah adalah alasan hukum yang mandiri dalam perumusan hukum daln tidak
membutuhkan dukungan dalil lainnya.



3. Ruang lingkup malshlahah dalam hal ini adalah masalah yang berkaitan dengan
mu’amalah duniawi atau untuk menentukan adat kebiasaan, sedangkan yang
berkalitan dengan ibadah adalah hak Alllah.

4. Mashlahah adalah dallil syara’ yang paling kuat yang dapat melampaui kehadiran
teks maupun ijma’.

Keempat hal tersebut merupakan dasar paling penting yang melandalsi teori at-Thufi
tentang mashlahah . Baginya, mutlak bahwa mashlahah merupakan dallil syara’ yang
terkuat. Maishlahah bukan merupakan dalil untuk mengistinbatkan hukum semata ketika
tidak terdapat dalam nash dan ijma’, melainkan juga harus didahulukan atas nash dan ijma’
ketika terjadi pertentangan antara keduanyal yaitu dengan caral takhsis atau bayan. Namun
yang perlu ditegaskan disini adalah bukan meninggalkan nash semata. Menurutnya,
malshlahah bersumber dalri sabda Nabi “3 »=¥35 55x=Y”. Sabda ini merupakan landasan
kokoh untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan hingga terhindar dali
kemafsadaltan. Itu sebabnya mengapa kemaslahaltan lebih didahulukaln.

3. Alnallisis Konsep Mashlahah Aintara Ramadhan al-Buthi dan Najmuddin at-Thufi

Setelah melihat konsep malshlahalh secalra deskriptif dari kedua tokoh (al-Buthi dan
at-Thufi) di atas, maka penulis menggunakan teknik anallisis data yang bersifat content
anallysis, untuk melihat persamalan (sekaligus menampakkan perbedaan) dan sesuatu yang
melatarbelakangi dari keduanyal.

Alt-Thufi membuat kesimpulan kajiannya tentang mashlahah bahwal jika terjadi
pertentangan antara mashlahah dan naish maka malshlahah harus didahulukan, baik itu nalsh
galzz i maupun nalsh zhanni dengan metode interpretasi, bukan dengan cara membiarkan
teks itu, kecualli dalam masalah ibadah. Itu dikerenakan nash sering membuat perbedaan
pendapalt sedangkan malshlahah tidak, bahkan malshlahah adalah suatu hal yang substansi
hakiki dan tidak adal pertentangan.

Maishlahah at-Thufi inildh yang menurut al-Buthi harus dikritik, ketika al-Buthi
menuliskannya dalam sub bab sendiri dengan judul: “Alt-Thufi wa Khurujuh lal all-ljma ™.
Jika dilihat dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan argumen yang dibangun oleh at-Thufi
dapalt dilihat sebagali berikut:'?

Alrgumen Yahng Dibangun at-Thufi

Pernyataan at-Thufi tentang mashlahah lebih dikedepankan daripada nash jika
terjadipertentangan berdasar pada dua hal: Pertamal, pengingkar ijma’ masih menggunakan
mashlahah sebagai dasar hukum, dengan demikian mashlahah sudah disepakat
kedudukannya sementara ijma’ masih diperselisihkan. Berpegangan dengan yang
disepakati lebih utama daripada berpegangan dengan yang diperselisihkan. Kedua, nash-
naish selalu bertentangan sehingga menjadi sebab terjadinya pertentangan yang dikecam
dalam syaral’. Sementalra itu memelihara mashlahah merupakan hakikalt yang nyata dalam
dirinya dantidak diperselisihkan. 1amenjadi sebab persatuanyang dikehendakisyara’, oleh
karenal itu maka mengikutinya lebih utamal.

All-Buthi kemudian menguraikan panjang lebar tentang kesalahan epistemologis
argumen yang dibangun oleh at-Thufi. Alt-Thufi menjelaskan tentang dalil-dallil yang
berjumlah sembilan belas. Diantara dalil itu ada yang disepakati ada yang diperselisinkan.
Diantara'yang masih diperselisinkan adalah mashlahah mursalah. Kemudian ia menyatakan
bahwa dalil yang paling kuat diantara semuanya adalah nash dan ijma’. Kemudia
bagaimana ia bisa menyatakan bahwa memelihara mashlahah didahulukan atas ijma?
bukankah argumen ini mengandung pertentangan yang sangat jelas? tegas al-Buthi.

12 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Bhuti, Dhawabiral-Mashlahah fi as-Syai ah al-Islamiyah.., h.
207-241.



Empat Alrgumentasi al-Buthi dalam mengkritik at-Thufi

Pertamal, dasar argumentalsi yang dibangun at-Thufidengan mengasumsikan adanya
kemungkinan mashlahah yang bertentangan dengan nalsh atau ijma’ adalah mustahil (tidak
malsuk akall).

Kitabullah semalta-malta datang dengan membawa kemaslahatan bagi para makhluk.
Sudah sangat jelas bahwa al-Qur‘an semuanya mengandung rahmat bagi para hamba dan
menjaga kemaslahatan mereka. Jadi mustahil ditemukan suatu ayat yang bertentangan
dengan kemalslahatan yang hakiki. Kalau ada suatu pandangan sekilas yang menyimpulkan
adanya pertentangan itu maka bisa dipastikan ia merupakan hasil pengaruh nafsu syahwat
dan ketidak-mampuahn akal menangkap hakikat maishlahah. Jika kita terima kemustahilan
itu dan kita asumsikan bahwa ada diantara nash-nash al-Qur‘an dan Sunnah yang
bertentangan dengan mashlahah, makaargumen at-Thufi yang menyatakan bahwal syari at
datang semata-malta untuk memelihara kemalslahatan para hambal, akan menjadi gugur
dengan sendirinya.

Kedua, bahwasanya menganggap mashlahah lebih kuat dari ijma’ dan nalsh
merupakan indikasi mashlahah merupakan sumber hukum tersendiri yang telah berdiri
sendiri diluar keduanya. Padahal telah menjadikesepakatan para fugahal’ (ahli figih) bahwa
mashlahah semalta bukanlah dalil yang berdiri sendiri sehingga ia bisa menjadi bagian lain
dalri nash dan ijma’. Malshlahah merupakan makna umum yang dirumuskan dalri satuan-
satuan hukum yang didasarkan pada nash.

Oleh karena itu, mempertimbangkan malshlahah apa saja mesti mengasumsikan
adanyal dalil yang mendasarinyal atau minimal tidak ada dalil yang menentangnyal. Jika
demikian, lalu bagaimana mungkin mashlahah bisa menjadi bagian tersendiri bahkan
berlawanahn dengan naish atau ijmal ?

Ketiga, at-Thufi menggunakan alasan mashlahah lebih kuat daripadaijma’dengan
mengatakan bahwa pengingkalr ijma’ masih menggunakan mashlahah. Dengan demikian,
masshlahah menjadi kesepakatan sementara ijma’ masih diperselisinkan. Alpa hubungan
antara kedua statemen ini dengan argumennya bahwa mashlahah lebih kuat daripada ijma ?
at-Thufi juga lupa bahwa di satu sisi ia merendahkan posisi ijma’’, tapi di sisi lain ia malah
menggunakan ijmal’ sebagali landasan pendapatnyal.!3

Keempat, ketika menyatakan mashlahah lebih didahulukan daripada nash, at-Thufi
memberikan alasan bahwa nash-nash itu berbeda dan saling bertentangan sementara
memelihara malshlahah merupakan sesuatu yang hakiki dalam dirinya dan tidak berbeda.
Bagaimana mungkin naish-naish syalri ‘at saling bertentangan sementara ia datang dari Alllah
SWT? Seandalinya ia benar-benar saling bertentangan makalini merupakahn bukti paling kuat
bahwal ia bukan berasall dari Alllah SWT.

Alt-Thufi mendasari pendapat ini dengan perbedaan pendapat yang terjadi di
kalangan imam madzhab dan fugaha karena nash. All-Buthi menolak anggapan ini karena
perbedaan pendapat di kalangan fugaha semalta-malta karena perbedaan dalam memahami
nash dan upaya menangkap maksud dari dalil (upaya menangkap hakikat madlul) bukan
berarti nash-nash tersebut saling bertentangan secara hakiki. Aldapun malshlahah adalah
esensi yang harus dipertahankan, sedangkan nash-nash syari’at tidak lain sebagali metode
atau perantara untuk mewujudkan kemaslahatan.

Nalsh-nalsh syari’at dan ijma’ dapalt difungsikan seladmal la dapat merealisasikan
kemaslahatan itu. Alpabila mashlahah pertimbangan akal berbenturan dengan nash gal# %,
makal ia tunduk kepada nalsh syalri’at itu, karena dengan benturan itu diketahui kepalsuan

13 Ibid., h. 210-241.



masshlahah dengan pertimbangan akal pikiran. Alt-Thufi menambahkan, seldin dalam
bidang ibadah, yang harus dilestarikan dari al-Qur’an dan Sunnah hanyalah nilai-nilai
esensinya, bukan bunyi teksnya.

la membedakan antara ajaran yang bersifat teknis dan ajaran yang bersifat tujuan.
Aljaran yang bersifat tujuan, tujuannya tidak lain hanya untuk melestarikan ajjaran yang
esensial, ajaran itu yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum, ia bersifalt stabil,
berlaku di setiap tempalt dan zamahn, sedang yang bersifalt teknis bisa diubah sesuai dengan
tuntutan zamaln.

Aljaran ini merupakan contoh-contoh praktis yang diberikan Alllah dan Rasul-Nya
yang cocok dengan kondisi masyarakalt di waktu itu. la hanyal dapalt difungsikan selamal ia
efektif mencapal tujuan. Jika tidak, makal la bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Maka
bagi at-Thufi, tujuan hukum secara umum dapat dikembalikan kepada dua hal, yaitu:
menghindarkan kemudharatan dan meraih kemashlahatan. Setiap ayat dan Hadis harus
ditafsirkan dalam kerangka dua tujuan tersebut, dan dengan itulah akan bisa menjamin
pemecahan hukum dalam segala keadalan.

Konsep maishlahah yang di bangun al-Buthi, penulis berkesimpulan bersifat
konstruktif, batasan yang dibangun oleh al-Buthi dalam kitab Dhawabith al-Mashlahah,
berhasil membentengi dua ke mudharatan (kerusakan) sekaligus, yalitu mem-filter
pemikiran liberal yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, dan meluruskan pemahaman
golongan konservatif, salafi-radikal dll, hal ini juga tercermin dalamkitab al-Lamazhabiyah
dan as-Sallafiyyah.

KESIMPULAN

Konsep maishlahah dalampandangan Ramadhan al-Buthiadalah setiap manfaat yang
menjadi tujuan syari’ bagi hamba-hamba-Nya, yang meliputi hifdz ad-din, hifdz an-nalfs,
hifdz al-agl, hifdz an-nasl, hifdz al-mal. Aldapun dalam aplikasinya sesuai dengan
urutannya. Kemaslahatan yang lebih tinggi harus didahulukan atas kemalslahatan yang
terdapat di bawahnya. Menyikapi penggunaan akal yang tanpa batas dalam konsep
maishlahah, al-Buthi mencoba memberikan batasan dalam konsep mashlahah. Menurut al-
Buthi maishlahah dapat diakomodir menjadi hukum syara’ apabila memenuhi beberapa
kriteria-kriteria sebagali berikut: Pertamal, bahwa maslahat masih dalam ruang lingkup
tujuan syari’ (malgashid as-syar’iyyah). Kedua, tidak bertentangan dengan al-Qur’an.
Ketiga, tidak bertentangan dengan as-sunnah. Keempat, tidak bertentangan giyas, dan
Kelimal tidak bertentangan dengan kemalslahatan yang lebih tinggi.

Konsep mashlahah dalam pandangan at-Thufi didasarkan padadalil-dalil nas bahwa
tujuan syariat (maqasid asy-syari’ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan baik di
dunial maupun akhirat. Alt-Thufi mendasarkan pada syarah hadits“)x=¥s 5=y,
Pandangaln at-Thufi tentang mashlahah merupakan dalil tersendiri dan mandiri di luar teks,
sehingga akall bebas menentukan kemasslahatan dan kemafsadatan. Dengan demikian secara
epistemologis, at-Thufi lebih menempaltkan posisi akall dari padawahyu dalam menentukan
kemashlahatan dan kemafsadatan hukum.

Terlihat perbedaan dan pesamaan konsep mashlahah dari keduanya, at-Thufi
menjadikan malshlahalh sebagali tujuan utama hukum Islam. Malshlahah menurut al-Buthi
adallah sumber hukum Islam, sesuatu bisa dikatakan mashlahah jika masih ada dalam ruang
lingkup nalsh, mashlahalh bisa dinilai sebagai mashlahah hakiki atau dapatdijadikan sebagai
sumber hukum Islam jika memenuhi limal syarat. Pertama, mashlahah haruslah berkisar
dalam lingkup tujuan syari' (al-Maqalshid as-Syari’ah) yang lima; kedua, Tidak ada
pertentangan dengan al-Qur‘an; ketiga, tidak bertentangan dengan Sunnah; keempalt, tidak



bertentangan dengan Qiyals; kelima, Tidak adal pertentangan dengah kemalslahaltan lain yang
lebih tinggi/ lebih kuat/ lebih penting atau setingkat dengannya. Kesamaan konsep
masshlahah dari keduanya hampir tidak ditemukan akaln tetapi secaral teoritis, konsep yang
dibangun at-Thufi terlihat bahwa mashlahah sebagai dalil syar’i objek penggunaanya
terbatas dalam bidang mu ‘amallah saja, dengan demikian rasionalitas atau kekuatan akal
yang tercover dalam konsep mashlahah at-Thufi, tidak bisa menjamah pada bidang yang
bersifat ibadah. Hal ini menjadi titik temu kesamaan dengan konsep mashlahah al-Buthi
yang memang memberikan filter yang ketat dalam pemakaian konsep mashlahah sebagai
sebuah dallil hukum.
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